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LEMEAFIAN NAEFIAH

KAETUPATEN trIAEFIAI.I TI|VG'KAT II CIANJIJFI

NOMOR r 19 TAHUN :1999 SERIE :B

PER.ATURAIS DATRATI TTABUPATEil DAERATI TII|GI{AT II CIAIEJT'R

Menimbans

HOtUoR : 19 TAIIU!5 1999

TEI{TAI|G:
RETRIBUSI PENWAI"AI| FRODUKSI UAATTA DATRAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG TVIAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II CIANJUR

: a. bahwa dengan ditetapkann"va Peraturan Pemerintah Nomor 2O
Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah sebagai pelaksanaan
tlndang-undang Nomor 18 Tahun L997 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah, Penjualan Produksi Usaha Daerah menrpakan
Obyek Retribusi;

b. bahwa uiitiik melaksanakan peayesuaian sebagaimana dimaksud
hunrf a, perhr ditetapkan dalam srraftt Peratnran l)aerah.

: 1. Undang-undang Nomor L4 Tahun 1950 tentang Pemerintahan
Daerah Katrupaten dalam Lingknngan.Ianpa Barat {Berita Negara
Tahun 195Oi;

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun t97+ tentang Pokok-pokok
Pemerintahan Di Daerah {Lembaran Negara Tahua 1974 Nomor
38, Tamtlahan l.cmbaran Negara Nomor 3037);

3.Undang-undang Nomor 8 Tehun 1981 tentang Hukun Acara
Pidana {tembaran Negara 'l'ahun 19El Nomor 76, 'l'ambaharr
Lcmbaran Ncgara Nomor 3209);
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4. tlndang-rrndang Nomor l2 Tahun 1992 tentang Sistem Rudidaya
Tanaman (Iembaran Negara Tahun 7992 Nomor 46, Tambah.an
Lembaran Negam Nomor 3478|;

5. Undang-undang Nomor 18 Tahun L997 tcntang Pdak Dacrah dan
Retribusi Daerah {l.rmbaran Negara Tahun L997 Nomor 41,
Taurbahan LcurLraram Ncgara. Nounrr 3685i;

6. Peraturan Pemerintah Nomor '27 Tahun 1983 tentang
Pel;aksaaaan Kitab Undang-undang Hukum .,ArcBrB. Pidana

{Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan kmbaran
Negar-a Nonor 3258);

7. Peraturan Pemerintah Nomor ?O T'ahun 1997 tentang Retribusi
Daerah {Lembaran Negar:a Tah.un L997 }Jomor 55, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3692);

8. Pera-turan Menteri Dalan Negeri Nomor 4 Talrun !.997 teatang
Penyitiik Pegawai Negeri Sipii di Lingkungan Pemerintah Daerah;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang
Bentirk Peratiiran Daerah dan Peraturan Daerah Penrbah.an;

1O. Kepunrsan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 T'ahun 7997 tentang
ProseCur Pengesahan Peraf.rran Daerah bntang Pajak Daerah Can
Retribusi l)aerahl

11-, Keputusan Menteri Datan Negeri Notnor 174 Tahun 1997 tentang
Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;

2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahuo 1997 tentang
Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;

13. Kepufirsan Menteri Daiam i,{egeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang
Ruang Lingkup dqn. Jenis-jenis Retribusi Daerah Ting^kat I darr
'l'ingkat ll;

14. Peratrrran f)aerah Kabupaten l)aerah Tingkat II Cianjur Nomor 4
Tahun 1989 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Penyidik
Pegarvai Negeri Sipil untuk melakukan Pen5"idikan terhadap
Pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat Ketenhran Pidana.

, D€ngan persetujuan Dewan Perwakilan Ralqyat Daerah
Kabupaten Daeratr Trngkat II Cianjur

MENilUTUgKAIT :
l a- -- -1- --1-- -- : nryrclct.rlrKar ; rERA?URiifr DAERAii I{ASUPfaTEIS DAER.iifi TilfciiiT ii

CIAITJUR TTNTAI$G RTTRIBUAI PTI|JU.AI,AIf PRODUKAI UAAIIA
DAtRAlt 

BAB I ....
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BA3 I
KETEITTUAI| UMUIII

Pasal 1

Datam Pcraturan Dacrah ini yang dimaksud dcngan :

a, Daerah adaiah Kabupaten Daerah Tingkat ii Cianjur;

b. Pemerinta.h Daera-h adalah Pemerintah Kabupaten Daerah't'ingkat
II Cianjur;

c. Kepaia Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat ii Cianjur;

d. Kas llaeratr adala-h Kas llaerah Kabupaten Llaerah 'lTngkat lt
ri:^-:- - -.vld.l-l.Jrrr t

e. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daera.h
dengan utengsnut prinsip komersisl k-arena pada dasarnya dapat
pula <iisediakan oleh sektor swasta;

f Penjualan Produksi Usaha Daerab. adalnh penjualan hasil
pxrduksi usaha Pcurcrirrlalr Dacrah aml;.ua leirr Ircrrjualarr bibit
tanaman, bibit ternak, bibit ik-an dan produksi Daerah hinnya;

g. Retribusi Penjualan Pnoduksi Usaha Daerah yang selanjutnya
disebut retribusi adalah pembqvaran atas penjualan hasil
pruduksi usaira daerzh;

h. Retribusi Jasa Usaha adalah. rctribusi atas iasa usaha yang
disediakan oleh Pemer:ntab. Daerah dengan menganut prinsip
komersial pada dasarnya dapat disediakan oleh sektor surasta:

i. Benihlbibit adal.alr benihlbibit tanasan parlgan, hortikultura,
benihi bibit ter:nak, benih/bibit ikan atau bagian yang
Ciusahakan unhrk Ciperbanyak dan atau untuk
dikembangbiakkan;

j. Sr-rral Ketetapal Retritrusi Daera-h yang selanjutuya disingkat
SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya
jrrrnlqh Retribusi yang terutang;

k. Badan adalah suatu bentuk badan usalra yang meliputi perseroan
tertratas, per$erCIen komanditer, perceroan lainnya, tradan usaha
milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun,
persekutua:n, perkum.pulaa, firma, kongsi, koperasi, yaJrasan atau
organisasi yang sejeiris, lenbaga, dana pensiun, bentuk usaha
tetap seita beatuk badan usaha l,ainnya;

1. Pqjailat ,,.,



l-
I

tir
)

AT

l. Pejabat adalah pegawai yang clitreri tngas tertentn dilriclang
retribusi daerah sesuai dengan perahrran pemndang-undangan
rtafl(r tredalzrlvv...A.*,

m. Surat Tagihan Rctribusi Dacrah yang sslanjutny-a disiagkat STRD
adafah Sumt untuk melalcukan tagihan Retribusi dan atau sanksi
adurinishasi berupa buuga dan aklu dcrrda.

BAB II
IIAMA, OBYEK DAt SUBYEK

pasd 2
Dcngan naina Rctribusi Pcnjualan Produksi Usaha Dacrah dipungut
Retribusi ata.s jasa pelayanan penjualan produksi usatra Daerah.

Pasai 3

Obyrk netribusi adalah jasa pelayanan penjualan produksi usaha
Daerair yaflg tefiliri tlart :

a. Benih tanaman pangan dan horiikultura, perkebunan,
peternakan dan perikanan;

b. Komodi^r-i irasii tanaman pafigarr, hortikultura, perkebultatr.,
neternekan rlan nerikanan.

Pasal 4
Subyek Retrihusi aclalah ornang pribadi dan atau bartan hukum yarrg
mendapatkan jasa pelayanan penjualan produksi usaha Daerah..

BAB III
GOIOTGAI| RTTRIEUSI

Paeal 5

Retribr:si Peajua-lan Produksi Lls*a Daerah. teruasuk Golongan
Retribusi Jasa Usaha.

BA3 IV
CARA !ilEISGUXUR TII|GI{AT PEIEGGUISAAIY JAAA

Pasal 6

Tingkat pcnggunaan jasa Rctribusi Pcnjualan Produksi Usaha
Daerah diukur berdasarkan jenis bibit dan jumlah serta krralitas.

BAB V ....
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BAB V
PRII|SIP DAI| SASARATI DALA}I PEITETAPAI| STRUXTUR

DAil BESARTYA TARIP

Pasal ?

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnSra tarip
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah. adalah irntuk
mengganti biaya administrasi, pelayanan, perawatanl pemelihnraan
dan pembinaan.

BAB VT

STRUK?T'R DAIT BESARtrfA TARIP

Paral I
{1} Stmktur besarn3ra tarip Retribusi Penjualan Produksi Usaha

Daerah. ditetapkan sebesar 5A o/o {lirna puluh persen} dari harga
dasar.

{2} Harya d.aser sebagafueeaa dima^ksud ayat {1} dite+"epkan secera
periodik oleh Kepala Daerah.

BAB VII
TATA CAR.A, PEI}IUNGUTAIT

Paeal 9

{ 1} Retribusi dipungut dengan menggunaka:r SKRD atau Dolanmen
lain yang dipersamakan.

{2i Hasil prugutan retrib'rsi sebagaimana dimaksud dala"' Pasal 8
Peratrrran Daerah ini disetor ke Kas Daerah.

BAB VIII
WII.AYATI PEIIUilGUTAIS RETRIBUSI

Pasd 1O

Rciribusi yarrg tcrulaLg tlipurqut di wilayah Dacrah.

BAB IX
SAAT RETRIBUSI TERUTAITG

Pasd 11

Rctribusi tcrutang pada saat ditctapkan SI(RD atau dokumcn lain
yang ditrrersott akan.

RAFI Y
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BAB X
SAI|KSI AD*TU|ISTRASI

Fasal 12

Dalam hal wqjib rctribusi tidak mcmbayar tcpat atau
kurang membayar, dikenakan sanksi adrninistrasi berupa bunga
scbcsan' 2 a/o (rirua pcrscui seliap brtlarr elari Lrcsasrya reiribusi y*rg
teru+-ang yarrg tidak atau kurang bayar das. dibgih dengaa
nenggunakan STRD.

6lD U
DIll.D iu

TATA CANA PEMBAYARAIT

Pasal 13

{ 1} Kepafa Daerah menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan
penyetonan Reti-ibusi yarrg tcruta-ng pating lama 3O itiga puluhi
hari setelah saat terufeng.

{?} Tatacara pembaS'aran, tempat pembayaranr penundag'n
pembayaran Retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAS XII
TATA CARA PTIIAGIHAIT

Pasal 14

{l} Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat }ain vang sejenis
sebagai arval tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi
dikeluarkan segera setelah 7 {tujuh} hari sejak jatuh tempo
-- ^-^1-pclrueryi:uaur.

(2i Dalarn jangka waktu 7 (tujuh) hari seieiah tanggal surai
teguran/perlngatan/surat lain yang sejenis wajib retribusi harus
melunasi retribusi yang terutang.

{3i Sr-rra.t tegr-rran seha-ga:maua rlima-ksr-rd- pad-a- aya-t {L} dikelr-rarkan
oieh Pejabai yang ciitunjuk.

BAB XIII
PEI| GLIR.,,I$GATI[, KERIITGAITA.IS DAIS

PEffi B EBASA!5 RE.TRIE UgI

Pasal 15

{1} Kepala Daera}r dapat memberikan pengur:angan, keringanan dan
pcurbcirasam re l^rib usi.

{?l Perntreri:en
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{2i Pemberian pengurangan dan keringanan retr'ibusi sebagaimana
dimaksud pada ayat il) dengan memperhatikan kemarnpuan
W;riih T?ctritrrr<i

{3} Tata cara. pcnguirangan, kcringanan dan pcmbcbasan rciribusi
ditetapkan oleh Kepala Daerah.

D ltl ltrlt
DI:I^D JII Y

NADALUNTARSA

Pasal 16

f1) Pe.aacihan pf:1ribr-r-si. kadalr-rwaJsa- setelah nrelamnaru iarrska-\ -, -- -- J ---at----

wakiu 3 (trgai iahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi,
kecueli apabila r.vajib retribusi melakukan tindak pidana di
biriang retribusi.

i2) Kartahlwense penagihan retribusi sebagaimana dimaksud avat.

ili Pasai ini teriangguh apa'oiia:

a. tliterbitkan Surat'lbgur:an dan Surat Paksa atau;

b. Ada pengakrran rttang Retribusi dari Wajitr Retribusi baik
iangsung maupun tidak iangsung.

{?i

BAB :rl|
TATA CARA PEHGHAPUSAtr PIUTAI|G

RTTRIBUBI YAIYG HADALI'N'ARSA

Pasal 1?

Piutang Retribusi I'ang tidak mungkin ditagih lagi karcna hak
untuk melakukan penagihan sudah kadaiuwarsa dapat dihapus.

Kepala Daerah menetapkan keputusaa penghapusan Piutang
Retribusi Daerah" ]'ang sudah kadaluwarsa sebasait"ana
dimaksud ayat {1} Pasal ini.

EAE lntr

PEI{GAWASA!E
Pasal 18

Kepaia Daeratr menuniuk Pejabat terientu untuk melakukan
penganvasan terhada.p pelaksanllan Peraturan Daerah ini.

f1l

BAB XVII :::,
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BAA IffII
I{ETEI|TUAIT PIDAI|A

Pasd 19

{1) Wajib retribusi yang fidak melaksanakan kernajibannya sehingga
merugikan keuangan daerah cliancarn pidana kurungan paling
las.a 6 {enam} bulan atau denda paling ban3'sg 4 {empat} kali
jumiah retribusi yang terutang.

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat {U adalah
pclanggaram.

,/at
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BAB lrVIN

PEITYIDIKAil
Pasal 2O

Pejabat Pegawai Negeri Sipii terienirr di iingkungan Pemerintah
Daerah diberi rs'ew?ens.rlg khusus sebagai penyidik urrtuk
meiakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi
Dacrah.

Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1"i Pasal
ini adaloh :

a.. mcncrir.a, tncrtcari, Eicngumpulkan dan mcncliti kctcrangan
atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang
reiribusi dacra.L ag,al kclcranrgam atau lalroftul ter:rcbui
menjadi lengkap dan jelas;

b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai
orarlg pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang
dilalrukan sehubungan dengan tindak pidana retrtbusi;

c. meminta keterangan dan balran bukti dari or:ang pribadi atau
badan sehubungan dengan tirdak pidana di bidang Re$busi
Daerah:

d. rnee.eriksa br:ku-bukr:, catata:r-catata$ dan dokumen-
dokumen iain berkenaan d.engan iindak pidana di bidang
Poi't il-tt o'i f'loo-}-.atv4lvkgl vgvl.',.gt

e, melakukan,,,,
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e. melakukan penggeledahan unfirk mendapatkan hahan bukfi
pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta
melakukan penS'itaan terhadap batran buldi tersebut;

f. mcmirrta banfuan tcnaga ahli dalatn rangka pcl,aksanaan
tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi

g. menyun:h berhend, melarang seseorsng meninggalkan
nrangaa atau tempat pada sa€tt pemeriksaan sedang
berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau
dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada hunrf e;

h. memotret se$eorang yang berkaitan dengan tindak pidana
Retribusi Daerah;

i. memanggil orang unfirk didengar keterangannya dan
diper-iksa sebagai tersangka atau saksi;

j. menghentikan penvitiikan;

k. melakukan tindakan lain -vang perlu untuk kelancaran
penyidikan tindak pidana di bidang Retu:ibusi Daerah
melrrrrr:t hukr:rn yang da-pat diperta:agg:ngarvabkan.

{3} PenS'idik sebagaimana dimaksud pada ayat {U Pasal ini
ruelrrberitahukarr dimulainya penyidikan dan rrrsnyarnpaikan
hasil peut'dikaanya kepada Penuntut UEr:m, sesuai derrgan
keientrran yang diatu dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun
1981 tentang Flukum Acara Pidana.

NAII lrIV
l,larl|J allal

KETEilTUAIY PEISUTUP

Pasal2l

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini
sepanjang mengenai pelaksanspnnya akan diatur lebih lanjut oleh
Kepala Daerah,

Pasa! 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar,.,,
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Agar setiap orr.ailg rjapat mengefairtrinya memerir-ltshkan
pengr.rnclangan Peratrrran Daerah ini ciengan penempatanlya dalam
i enrirqrcrrr ilcr,otqlr k*qlrrrnnferr T-)nerralr Tirrcvlraf II d--inrrirrr'
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Cap/ttd.,

DTE. H. HARKAT HANDIAMIHARDJA

h{ent*ri Dalam Negeri deil"gan lieputusan :

: Q74.:32-97?
: 5 Septetnbel i999

Calanr Lemba-ran Daerah ltal:uCIaten Daerah Ti:rskat
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